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Dalam transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa 
mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan 
perkembangan hasil musyawarah Working Group dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang 
bertemakan Transisi Energi, pada Senin (11/07).

Working Group (WG) yang mempresentasikan hasilnya terdiri dari Energy Transitions WG, Environment 
Deputies Meeting - Climate Sustainability WG, Development WG, dan Anti-Corruption WG.

“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-
19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi 
Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi.

Edi menambahkan, penekanan fokus diskusi adalah pada nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan 
rentan, karena kelangkaan energi serta degradasi lingkungan dan iklim dapat menghambat pertumbuhan, 
yang kemudian akan mempengaruhi kemaslahatan bersama dan dapat berujung pada isu kemanusiaan.

“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, 
negara Anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 
Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik 
maupun privat,” ujar Deputi Edi dalam opening remarks-nya untuk sesi ketiga.

Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
bahwa pemulihan yang dilakukan sendiri tidak akan ada artinya. Menko Airlangga menjelaskan bahwa 
pemulihan lebih kuat hanya dapat terjamin jika dilakukan bersama. Sebagai forum ekonomi global yang 
utama, G20 harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan global dan perpecahan 
bukanlah opsi.  

Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan 
dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka juga sedang 
merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-
negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi; 
dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan 
iklim.

Isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim dibahas lebih rinci oleh Delegasi G20 dalam Environment 
Deputies Meeting – Climate Sustainability WG, yang meliputi isu degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, 
pengelolaan air, konservasi laut dan pengelolaan sampah di laut, dan pembiayaan berkelanjutan.

Sebagai forum untuk bertukar solusi, negara-negara Anggota G20 berbagi pengalaman sukses masing-



masing dalam menindaklanjuti isu-isu tersebut, contohnya untuk strategi pengoptimalan air hujan atau 
pengintegrasian pendekatan siklus hidup dalam pengelolaan sampah plastik.

Hal tersebut juga melanjutkan Global Initiative untuk mengurangi degradasi tanah yang dicanangkan pada 
Presidensi Saudi Arabia, kemudian dilanjutkan pada Presidensi Italia, dan dikembangkan lebih lanjut oleh 
Presidensi Indonesia kali ini. Hal ini mendorong timbulnya perspektif baru bahwa degradasi tanah harus 
juga mencakup degradasi lahan gambut dan tanah hutan bakau.

Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang (least developed countries) dan 
negara berkembang kepulauan kecil (small island developing states) menjadi salah satu agenda prioritas bagi 
Development WG. Pembahasan yang mencakup kesempatan, tantangan dan aksi, ke depannya akan dimuat 
dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.

Roadmap tersebut fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, jaminan sosial yang dapat 
beradaptasi pada krisis di masa depan dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui konsep Green 
Economy dan Blue Economy melalui strategi perkembangan rendah karbon. Untuk mencapai target yang 
direncanakan, strategi mempromosikan skema pembiayaan yang mengombinasikan beberapa sumber 
pendanaan juga perlu dipertimbangkan.

Sebagai salah satu kunci kesuksesan transisi energi, tidak mengherankan bahwa dalam Anti-Corruption WG, 
para Negara G20 sepakat bahwa sistem audit pendanaan harus disempurnakan. Prinsip-prinsip yang 
disepakati akan dituangkan di dalam High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling 
Corruption.

Selain itu, Presidensi berinisiasi menelaah potensi korupsi dalam sektor energi terbarukan lebih lanjut. Studi 
dilakukan dalam bentuk survei agar di kemudian hari dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan 
mencegah korupsi di sektor tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses transisi energi berjalan 
baik. (dep7/rep/fsr)
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